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ABSTRAK 
 

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 di Kabupaten 

Bengkalis. Penerepan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu langkah 

untuk mewujudkan lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. 

Di Bengkalis penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak ini masih belum 

mengalami perkembangan dan selalu berada di tingkatan Pratama dari 5 (lima) 

tingakatan yang ada yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kabupaten Kota 

Layak Anak (KLA). 

Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak kendala yang ditemui pada 

upaya pemenuhan hak-hak anak Kabupaten Bengkalis yang dilihat dari belum 

adanya Peraturan Daerah yang menjadi salah satu bukti komitmen Kepala Daerah 

dan Pemerintah daerah dalam muwujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 

serta 5 (lima) klaster hak anak yang menjadi indikator penialaian 

Kabuapaten/Kota Layak Anak (KLA). 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah 

penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Bengkalis serta apa faktor 

pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bengkalis. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 

atau sosiologi hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau 

sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 

data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif 

dan penarikan kesimpulan secara induktif.   

 Hasil penelitian menunjukan bahwasannya Penggunaan mobil dinas di 

Pemerintahan Kabupaten Kampar telah memanfaatkannya dengan cukup baik 

namun ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga masih banyak para 

pengguna tidak memanfaatkan mobil dinas itu dengan baik. 

 Faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan atau perawatan mobil dinas 

ini yang paling utama adalah kesadaran dari pengguna mobil tersebut,kemudian 

tidak ada aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, kurangnya pengawasan dan 

tidak adanya sanksi, serta biaya perawatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah aset bangsa yang didalam dirinya melekat hak asasi 

manusia secara utuh. Sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

anak memerlukan upaya perlindungan dan pemenuhan akan hak-haknya 

sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pada Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
1
 

Berkaitan dengan itu, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan 

Konvensi PBB tentang Hak Anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah 

menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan dan 

pemenuhan akan hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan amanat yang diberikan 

dunia kepada Indonesia setelah menandatangani Convention on the Right of 

the Child (CRC), atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Konvensi 

Hak Anak (KHA). 

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan terdapat pada 

anak dan memiliki sifat serta ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap 

dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. 

Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada perlunya 

                                                             
1
 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 

 

1 



 

 

2 

pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang 

dimilikinya, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di 

lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.
2
 

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian internasional 

pertama yang menjadi bagian dari hukum internasional di bidang Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang instrumennya bertujuan untuk menjamin dan 

melindungi hak-hak anak di dunia dan bersifat mengikat secara hukum bagi 

anggotanya. KHA tersebut merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Resolusi PBB 

44/25 tanggal 20 November 1989. 

Konvensi Hak Anak terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : (i) 

Pembukaan, yang berisi konteks dan latar belakag Konvensi; (ii) Bagian I, 

yang memuat pengakuan dan jaminan atas hak-hak  anak; (iii) Bagian II, yang 

mengatur bagaimana memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif; serta 

(iv) Bagian III, yang mengatur kapan KHA mulai berlaku. Bagian I dan 

Bagian II dari KHA merupakan bagian pokok yang memuat pasal-pasal 

tentang 4 (empat) kewajiban negara. 

 

                                                             
2
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2013,Profil Anak 

Indonesia,Jakarta,PT. Desindo Putra Mandiri, hlm.1-2 
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Gambar 1.1  

Kewajiban Negara terkait Hak Anak 

 

 

Sumber: Convention on the Rights of the Child, 1989 

Gambar diatas merupakan gambaran dari kewajiban negara. Keempat 

kewajiban negara yang dimaksud pada gambar diatas , yaitu : (i) kewajiban 

untuk melindungi (to protect), yaitu negara harus melindungi agar hak-hak 

anak tidak dilanggar oleh pihak lain; (ii) kewajiban untuk menghormati (to 

respect), yaitu negara harus menghormati dan menjamin hak-hak anak yang 

dinyatakan dan diakui dalam Konvensi tanpa diskriminasi; (iii) kewajiban 

untuk memenuhi (to fulfill), yaitu negara menjamin pemenuhan hak anak yang 

mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan, 

keselamatan, dan kesejahteraan anak; dan (iv) kewajiban untuk memajukan (to 

advance), yaitu negara wajib memastikan kemajuan pelaksanaan Konvensi 

yang efektif.
3
 

Pelaksanaan Konvensi Hak Anak bersifat mengikat secara moral dan 

yuridis bagi negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya. 

                                                             
3
 Convention on the Rights of the Child, 1989 diakses pada 01 Desember 2019 
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Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan 

meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC) pada tanggal 25 

Agustus 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia 

menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan 

yang lebih baik. 

Sejak saat itu tercapailah kemajuan besar, yaitu lebih banyak anak 

bersekolah dibandingkan dimana sebelumnya, lebih banyak anak mulai 

terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah 

tersusun pula peraturan perundang-rundangan penting yang melindungi anak 

seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang telah diubah beberapakali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang. Kondisi inilah menjadi poin penting dalam mempercepat 

pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia. 

 KLA merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang 

mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam 

program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
4
 Inisiatif KLA telah 

dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 dan kemudian 

                                                             
4
 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. 
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pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang 

Kebijakan Kota Layak Anak.  

Dalam pelaksanaannya KLA mengacu pada 5 (lima) kluster hak anak 

yang perlu dipenuhi. Pertama, hak kebebasan. Kedua, hak anak untuk 

mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak anak untuk 

mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan. Keempat, hak mendapatkan 

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta kelima, hak 

untuk mendapatkan perlidungan khusus.
5
 

Dari evaluasi pelaksanaan KLA sejak pertama dikembangkan 

pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) menilai masih terdapat kekurangan 

pada aspek legalitas yang dapat menjadi acuan/pedoman bagi pemerintah 

daerah dalam pengembangan KLA. Untuk itu pada tahun 2011 KPP-PA RI 

menerbitkan Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang 

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang diperkuat 

dengan bebrapa Peraturan lain seperti : 

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak; 

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan 

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan 

                                                             
5
 PDFiozc, “Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018”, 

http://pdfiozc.org/k-49028938.html, diakses 28 Maret 2015 

http://pdfiozc.org/k-49028938.html
http://pdfiozc.org/k-49028938.html
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Indonesia Layak Anak 

Dunia Layak Anak 
(World Fit for Children) 

oleh Lembaga oleh Lembaga 

oleh Dunia oleh masyarkat 

5 KLASTER  
HAK-HAK ANAK 

oleh Pemerintah 

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi 

Kabupaten/Kota Layak Anak. 

Dalam melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia memberikan kewenangan kepada seluruh Kepala Daerah untuk 

menjalankan program tersebut berdasarkan kemampuan dan potensi daerah 

masing-masing. Adapun alur pikir Kabupaten/Kota Layak Anak yang 

dirumuskan pemerintah adalah sebagai berikut : 

                        Tabel 1.1 

            Alur Pikir Kabupaten/Kota Layak Anak 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

(Sumber : Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak, Dinas PPPA 

Kab.Bengkalis, 2019) 
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Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas 

tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif dibawahnya hanya 

menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk 

didelegasikan
6 

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 

kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah 

pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan undang-undang.
7 

Pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan 

yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Tujuannya yaitu untuk dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol 

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD), selain itu menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan 

mendorong adanya inovasi.
8
  

                                                             
6
 Portal Informasi Indonesia, “Sistem Pemerintahan”, https://indonesia.go.id  diakses pada 

1 November 2019 dari Indonesia.go.id 
7
 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm 

3. 
8
 Suharizal, Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 

1945, (Yogyakarta : Thafamedia, 2017) 

https://indonesia.go.id/
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Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak 

secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan 

bahwa administrasi negara akan melakukan perbuatan yang menyimpang dari 

peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga 

masyarakat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan perlindungan hukum secara 

lebih baik bagi warga masyarakat pada tahun 1950 panitia de Monchy di 

Netherland telah membuat laporan tentang azas-azas umum pemerintahan 

yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau the general 

principles of good administration)
9
 

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 

pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan 

mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
10

 

Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan KLA dibagi dalam 

beberapa tingkatan yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan 

Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mana pencapaian tersebut dinilai dari 

keberhasilan daerah memenuhi 24 Indikator Evaluasi KLA yang ditetapkan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia (KPPPA RI) selaku koordinator dan penanggung jawab ditingkat 

pusat, yakni :  

                                                             
9
 P.M Hadjon, Dasar-Dasar Pengujian dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, 

bahan Penataran Peradilan Administrasi Negara, (Bandung : Sinar Grafika : 1987)  
10

 Andriansyah, Administrasi Pemerintah Daerah dalam Analisa, (Jakarta : FISIP Univ. 

Prof. Dr Moestopo Bearagama, 2015) 
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Gambar I.2 

              Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 

 
Sumber:  Indikator KLA ( https://www.kla.id/indikator-kla/) 

 

Di Kabupaten Bengkalis, upaya pelaksanaan KLA secara resmi 

dimulai dan ditandai dengan peluncuran Deklarasi Bengkalis Menuju Kota 

Layak Anak pada Tahun 2014. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Bupati 

Kabupaten. Sejak saat itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjukan 

komitmennya untuk mewujudkan Bengkalis sebagai Kota Layak Anak. 

Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Wasiah, 

mengatakan bahwa sampai saat ini Kabupaten Bengkalis belum memiliki 

Peraturan Daerah sendiri untuk mengatur Kebijakan Kota Layak Anak nya, 

dan masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), 

(wawancara, 12 Desember 2019). 

Pengembangan KLA di Kabupaten Bengkalis telah melibatkan 

kecamatan. Dari beberapa kecamatan yang ada, berdasarkan informasi dari 

https://www.kla.id/indikator-kla/
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Bengkalis, salah satu Kecamatan yang pengembangan KLAnya positif adalah 

Kecamatan Bengkalis. 

Pada pemerintahan tingakat Desa/Kelurahan, pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) didasari oleh Peraturan Menteri 

Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak 

di Desa/Kelurahan.  

Kepala Bidang PHPA mengatakan meskipun dicanangkan tahun 2014 

Bengkalis baru berhasil meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) tingkat Pratama pada tahun 2015 di Istana Bogor untuk pertama 

kalinya. Dan pada evaluasi penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) yang dilaksanakan setiap tahunnya yakni tahun 2016-2019, Kabupaten 

Bengkalis selalu meraih Penghargaan ditingkat Pratama selama 5 tahun 

berturut-turut dan tidak mengalami peningkatan atau jalan ditempat 

(wawancara, 12 Desember 2019). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Bengkalis serta OPD terkait lainnya dalam mewujudkan 

Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi 

Riau, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Kabupaten/Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian lebih terarah dan terstruktur, ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan  dibatasi pada penerapan Kota 

Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri KPPPA RI Nomor 11 Tahun 

2011. 

 

C. Rumusan Masalah 

Uraian diatas telah menjelaskan bagaimana keadaan dan fenomena 

pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bengkalis. 

Meski telah lama mencanangkan tetapi perkembangan Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bengkalis belumlah 

mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, oleh karena itu penulis mencoba 

membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Penerapan Kabuapaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota 

Bengkalis? 

2. Apa saja factor pendukung dan penghambat dari Penerapan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kota Bengkalis? 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) Di Kota Bengkalis. 

b. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat Penerapan Kabupaten/ 

Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Bengkalis. 
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2. Manfaat Peneltian 

Adapun mengenai manfaat penelitan ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

mengenai Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis.  

b. Manfaat Praktis  

Adapun kegunaan praktis penelitiaan adalah dapat memberikan 

informasi kepada pemerintah, lembaga yang terkait, dan masyarakat, 

dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk 

akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra 

manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. 

Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu 

pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku 

dan dikaitkan dengan pelaksanaan lapangan.
11

 Maksudnya penulis meneliti 

langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran secara jelas 

tentang masalah penelitian. 

Penelitian ini bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.
12

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindugan Anak Kabupaten Bengkalis. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas PPPA Kabupaen 

Bengkalis, Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas PPPA 

Kabuapten Bengkalis, Staff Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas 

PPPA Kabupaten Bengkalis, Forum Anak Kabupaten Bengkalis, Tim 

Gugus Tugas KLA Kabupaten Bengkalis. 

b. Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Monitoring Penerapan 

Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis. 

  

                                                             
11

 Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002),hlm. 40.  
12

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.  
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau 

anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau 

merupakan keseluruhan dari objek penelitian.
13

 

b. Sampel  

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.
14

 

Tabel 1.2 

Populasi Dan Sampel Penelitian 

 

No. Responden Populasi Sampel Persentase 

1 

Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan 

dan perlindungan Anak 

Kab. Bengkalis 

1 1 100% 

2 

Kepala Bidang Pemunuhan 

Hak dan Perlindungan Anak 

Dinas Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan 

perlindungan Anak Kab. 

Bengkalis 

1 1 100% 

3 

Ketua Tim Gugus Tugas 

Kota Layak Anak (KLA) 

Kab. Bengkalis 

1 1 100% 

4 Fasilitator Forum Anak  4 4 100% 

5 

Ketua Forum Anak 

Bengkalis 
1 1 100% 

Jumlah 8 8 100% 

 

  

                                                             
13

Ibid, hlm 147.  
14

Ibid   
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5. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai 

obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada 

narasumber untuk memperoleh data. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau data yang 

sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau dalam bentuk 

baku, data sekunder terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan suatu peraturan perundang-perundangan.
15

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang 

hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, terdiri dari 

buku-buku teks yang mebicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum, junal-jurnal hukum.
16

  

 

 

                                                             
15

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm 47. 
16

 Ibid, hlm54 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitian yang 

diperoleh melalui eksiklopedia/sejenisnya seperti Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yang berfungsi mendukung data primer dan data 

sekunder. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung 

ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 

sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 

b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di 

wawancarai.
17

 Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Bengkalis, Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas PPPA 

Kabupaten Bengkalis, Ketua Tim Gugus Tugas KLA,Fasilitator Forum 

Anak dan juga Ketua Forum Anak Bengkalis. 

c. Studi perpustakaan, didalam penelitian ini penulis menggunakan buku 

diperpustakaan yang berkaitan langsung tentang penelitian untuk dapat 

melengkapi data dalam penelitian ini. 

7. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan 

skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang 

dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. 
                                                             

17
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 138. 
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Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau 

dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti 

menggunakan metode kualitatif. 

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi 

keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang  telah dilakukan. 

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. 

Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju 

penulisan umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, 

metode penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum 

tentang lokasi penelitian yaitu letak geografis Kabupaten 

Bengkalis, Sejarah Kabupaten Bengkalis, Sosiografi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak Kabupaten 

Bengkalis. 

 



 

 

18 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

  Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang teori pemerintahan, 

teori kebijakan, teori publik, dan konsep-konsep Kabupaten/Kota 

Layak Anak (KLA) 

BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pelaksanaan 

Monitoring Terhadap Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) di Kabupaten Bengkalis. Dan hambatan-hambatan yang 

ditemui dalam proses pelaksanaan monitoring Kabupaten/Kota 

Layak Anak (KLA) di Kota Bengkalis. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kabupaten Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

provinsi Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran 

Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis 

dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II.  

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu wilayah kabupaten yang terluas 

nomor satu di Propinsi Riau.Bengkalis pada masa lalu memegang peranan 

penting dalam sejarah. 

Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi 

tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa 

barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, 

Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, 

Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami 

Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan 

(terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.
18

 

Pada saat perkembangannya, tahun 1717 wilayah Bengkalis dijadikan 

sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis 

inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. 

                                                             
18

 https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis/ diakses pada tanggal 

08 Juli 2020. 
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https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis/
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Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian 

disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil 

Rahmat Syah (1723-1748).  

Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan 

Senapelan, Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, 

Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, 

Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, 

Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung. 

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu 

dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk 

Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada 

yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata 

yang didatangkan dari negara-negara Islam. 

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis 

dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda 

kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. 

Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis 

sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan 

Jepang,Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun. 

Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk 

mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil 

menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, 

Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis. 
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1. Wilayah Geografis 

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak  pada bagian pesisir Timur 

Pulau Sumatera antara 2°7’37,2”-0°55,33,6”Lintang Utara dan 

100°57’57,6”-102°30’25,2” Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bengkalis 

terdiri dari Pulau dan daratan serta memiliki Kawasan  Pesisir   dan Laut 

dengan garis pantai sepanjang   + 446 km yang berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupten Siak dan 

Kabupaten  Kepulauan Meranti; 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Rokan Hulu dan Kota Dumai; 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka  dan Kabupaten 

Kepulauan Meranti
19

 

Luas Wilayah Kabupaten   Bengkalis  7.773,93 km² terbagi dalam 

8 Kecamatan dan 102 desa/kelurahan.ke-8 kecamatan tersebut adalah 

Kecamatan Bengkalis, Bantan di Pulau Bengkalis. Sedangkan Kecamatan 

Rupat, Rupat Utara terdapat di Pulau Rupat. Adapun Kecamatan Bukit 

Batu, Siak kecil, Mandau dan Pinggir berada di Pulau Sumatera. 

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. 

Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana 

perhubugan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak 

dengan panjang 300Km, Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 

                                                             
19

 https://bengkaliskab.go.id/view/info/profile-kabupaten-bengkalis diakses pada tanggal 

08 Juli 2020  
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Km. Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena disamping berada 

ditepi jalur pelayaran internasional Selat Malaka, juga berada pada 

kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura 

(IMS-SG) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-

Malaysia-Thailand (IMT-GT).  

2. Visi dan Misi Kabupate Bengkalis 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI SEBAGAI 

MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA” 

Visi dari Kabupaten Bengkalis diatas akan dicapai dengan 3 (Tiga) misi : 

a. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan 

bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, 

berani dan ikhlas. 

b. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya 

manusia untuk kemakmuran rakyat. 

c. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk 

kesejahteraan rakyat.
20

 

Untuk mewujudkan negeri yang maju dan makmur, Kabupaten 

Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara 

spasial, yakni : 

a. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat 

Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan 

Budaya Melayu Serumpun. 

                                                             
20

 ibid 
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b. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan 

Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, 

Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan 

dan peternakan modern yang pro rakyat. 

c. Gerbang Permata,  Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan 

Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, 

Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian 

dan Perkebunan. 

d. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat 

pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan 

perikanan.
21

 

3. Kondisi Pemerintahan 

Organisasi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), terdiri dari Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat 

daerah sebagai unrus penyelenggaraan pemerintah daerah. 

4.  Kondisi Penduduk 

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 tercatat 

berjumlah sebanyak 551.683 jiwa yang terdiri atas 283.225 jiwa penduduk 

laki-laki dan 268.458 penduduk perempuan. Dibanding jmlah penduduk 

pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Bengkalis pada dasarnya 
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 ibid 
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mengalami peningkatan populasi sebesar 1,41 persen dengan masing-

masing pertumbuhan sebesar 1,41 persen penduduk laki-laki dari 1,41 

persen penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio kelamin 

tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. 

Kepadatan pendudukdi Kabupaten Bengkalis tercatat pada tahun 

2019 mencapai 71 jima/km
2 

dengan rata-rata jumlah penduduk perumah 

tangga sebanyak 4 orang. Kepadatan penduduk yang dimiliki Kabupaten 

Bengkalis setiap kecamatannya memiliki perbedaan dengan kepadatan 

penduduk tertinggi di Kecamatan Mandau dengan kepadatan penduduk 

259 jiwa/km
2 

dan terendah di Kecamatan Rupat Utara sebesar 23 

jiwa/km
2
. 

 

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis 

Pada awalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DPPPA) merupakan sebuah badan, yaitu Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Sejalan dengan disahkannya 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat 

Daerah (SPD) serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah maka dilakukanlah sebuah restrukturisasi pada 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).   

Pada Peraturan Pemeintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 pemberdayaan 

perempuan merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan keluarga berencana juga 
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merupakan salah satu unrusan pemerintah yang masuk kedalam urusan 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Perubahan struktur 

organisasi dilakukan pada dasarnya juga bukan karena adanya perubahan 

peraturan pemerintah semata. Akan tetapi perubahan ini dilakukan karena 

terdapat tumpang tindih tanggung jawab antara 2 susunan urusan yang 

berbeda yaitu pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Selain 

karena masalah ini perubahan dilakukan karena percepatan pencapaian misi 

Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 

1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahum 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi 

dan Uraian Tugas dan Tatana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa : 

a. Visi 

Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kesejahteraan 

dan Perlindungan Anak dalam kehidupan berkeluarga menuju keluarga 

berkualitas 2020. 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi trsebut, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mempunya 

misi sebagai berikut : 
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1) Meningkatkan sosialisai kesetaraan keadilan gender. 

2) Peningkatan kemampuan dan kemandirian organisasi dan Lembaga 

yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. 

3) Mewujudkan program dan kegiatan pembangunan untuk 

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 

4) Mewujudkan program dan kegiatan pembangunan yang peduli 

anak. 

5) Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. 

6) Mewujudkan ketahanan kemandirian keluarga dengan 

mengoptimalkan peran serta masyarakat dan mengembangkan 

segala potensi yang dimiliki. 

7) Mewujudkan program kesehatan reproduksi remaja (KRR) yang 

berkualitas guna menigkatkan peran masyarakat melalui PIK-KRR. 

8) Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi, dan Advokasi dengan 

memanfaatkan momentum strategis untuk penanggulangan nafza 

dikalangan remaja.  

c. Tugas Pokok dan Fungsi  

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebiajakan 

daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Dan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 
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2) Pemberian dukungan ata penyelenggaraan pemerintah daerah 

dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Adapun fungsi dan tugas pejabat Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis 

sebagai beikut : 

1) Kepala Dinas  

Tugas pokok : 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati, dalam 

melaksanakan berbagai macam urusan yang menajadi kewenangan 

daerah dan tugas sebagai pembantu pada bidang Pemberdayaan 

Perempuan da Perlindungan Anak. 

Fungsi : 

a) Penyelengaraan perumusan kebijakan pada sekretariat dibidang 

Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender, Pemenuhan Hak dan 

Perlindungan Anak, serta  Kulitas Hidup dan Perlindungan 

Perempuan. 

b) Penyelenggaran koordinasi dan fasilitas pada sekretariat 

dibidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender, 

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta  Kulitas Hidup 

dan Perlindungan Perempuan. 
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c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada 

sekretariat dibidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender, 

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta  Kulitas Hidup 

dan Perlindungan Perempuan. 

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten 

Bengkalis. 

2) Sekretariat  

Tugas Pokok : 

 Sekretarit mempunyai tugas melakukan memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. 

Fungsi : 

a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan 

anggaran dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak. 

b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah 

tangagan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan 

dokumentasi. 

c) Pembianaan dan penataan organisasi dan tata laksana. 

d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan. 
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e) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara. 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas : 

- Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan 

Kepegawaian. 

- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 

5. Bidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender 

Tugas Pokok : 

 Bidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender mempunyai 

tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, 

mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang 

kelembagaan dan pengarustmaan gender. 

Fungsi : 

a. Penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan 

pengarustmaan gender diberbagai bidang. 

b. Pembentukan forum koordinasi penyusunan kebiajakan pelaksanaan 

kelembagaan dan pengarustamaan gender. 

c. Pelaksanaan koordinasi dan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin 

kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan 

program, pengarustamaan gender, keadilan gender dan kesetaraan 

gender. 

d. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan 

pengarustamaan gender. 
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e. Penyusunan data, standar operasional dan pedoman kerja dibidang 

kelembagaan dan pengarustmaan gender.  

f. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dan sinkronisasi perumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dibidang kelembagaan dan 

pengarustmaan gender. 

Susunan Organisasi Bidang Kelembagaan dan Pengarustamaan 

Gender, terdiri dari: 

a. Seksi Penguatan Kelembagaan. 

b. Seksi Pengkajian dan Pengarustmaan Gender. 

c. Seksi Partisipasi Masyarakat. 

6. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak  

Tugas Pokok : 

 Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas 

memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, 

mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang pemenuhan hak dan 

perlindungan anak. 

Fungsi : 

a. Melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pemenuhan hak dan 

perlindungan anak. 

b. Pelaksanaan bahan perumusan koordinasi sehubungan dengan 

pemenuhan hak dan perlindungan anak. 

c. Penysusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan 

hak dan perlindungan anak. 
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d. Penyiapan forum koordinsi penyusunan hak anak terkait sipil, 

informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya. 

e. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintahan, non pemerintah dan dunia usaha. 

Susunan Organisasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan 

Anak, terdiri dari : 

a. Seksi Tumbuh Kembang dan Partispasi Anak. 

b. Seksi Perlindungan Anak. 

c. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 

7. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

Tugas Pokok : 

 Bidang Kulitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai 

tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, 

mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang 

kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 

Fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang. 

b. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas. 

c. Pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi. 

d. Pelaksanaan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada kepala seksi 

dan bawahan. 

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar 
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terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya 

pembinaan program kualitas hidup dan perlindungan anak dibidang 

pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial budaya. 

f. Penyiapan dan perumusan kebijakan dibidang kualitas hidup dan 

perlindungan perempuan. 

g. Penyusunan data, standar operasional prosedur, dan pedoman kerja 

dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 

Susunan Organisasi Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, 

terdiri dari : 

a. Seksi Kualitas Hidup. 

b. Seksi Perlindungan Perempuan. 

c. Seksi Ketahanan Keluarga. 

8. Kelompok Jabatan Fungsinal 

Tugas dan Fungsi : 

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.  

b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala dinas. 

c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan 

badan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan. 

e. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis. 

Tabel II.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 8 

2. Perempuan 28 

 Total 36 

Sumber : DPPPA Kabupaten Bengkalis 2020 
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BAB III  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemerintah Daerah  

Pemerintah merupakan sebuah alat dari penyelenggaraan 

pemerintahan, dan merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas Negara/pemerintah merupakan tugas-

tugas atapun urusan-urusanpemerintah diserahkan kepada daerah dengan 

pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. 

Pemerintah daerah adalah aparat yang menjalankan pemeritahan yang 

mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.
22

 

Menurut Sri Maulidiah bahwa “Pemerintahan secara umum merupakan 

suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-

tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi 

dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur 

utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk-bentuk 

organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi 

dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan 

umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai  unsur 

pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh 

karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan 
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 Pasal 1 angka (3), Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
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fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan 

kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan. 
23

 

Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam 

pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Dan didalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab 1 Tentang Ketentuan 

Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintah yan menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 

oleh kementerian negara an penyelenggara Pemerintah Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, serta menyejahterakan masyarakat. 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah oleh pemerintah daerah menurut DPRD menurut asas 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain 

itu Pemerintahan Daerah juga memiliki arti pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
24

 

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25

  

                                                             
23

 Rahyunir Rauf, Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi 

Perangkat Kecamatan, Volume III, Nomor 1 April 2017 
24

 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan  Daerah 
25

 Untung Dwi Hananto, Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004,diakses pada tanggal 03 Juli 2020 Pukul 20.50 WIB. 
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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam system 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 

susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 

kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

1. Asas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukumyang 

abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan 

hukum.
26

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan 

pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum asas 
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 Sirajuddin dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, (Malang : Setara Press, 

2016), hlm. 50 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indoenasia terdiri dari; asas 

dekosentrasi, asas desentralisasi dan asa tugas pembantuan.  

2. Asas Dekosentrasi 

Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, 

dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung 

jawab urusan pemerintah umum. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

asas dekosentrasi merupakan pelimpahan kewenangan terhadap sebagian 

urusan pemerintah pusat, dari pemerintah pusat kepada pejabat dan 

perangkat pemerintah pusat di daerah. 

3. Asas Desentralisasi  

Menurut Koesomahatmaja dalam Koswara adalah peimpahan 

kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus 

rumah  tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah 

merupakan system untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan 

kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan 

kekuasaan negara. 

4. Asas Tugas Pembantuan  

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakansebagian urusn pemerintahan yang menjadi kewenangan 
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pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah provinsi. 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai 

sarana perlindungan hukum (recht bescherming) dan bahkan dijadikan 

sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum 

(verhoodgerecht bescherming) bagi warga negara dari tindakan 

pemerintah. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan 

dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis 

bagi tindakan pemerintahan. Menurut SF. Marbun, asas-asas umum 

pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi berikut : 

a. Bagi administrasinegara, bermanfaat sebagai pedoman dalam 

melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan yang bersifat samara tau tidak jelas. 

b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan. 

c. Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat 

menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau 

pejabat Tata Usaha Negara. 

d. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut juga 

berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. 

Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan 

pemerintaha daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah 
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dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, 

transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien.
27

 Good 

Governance mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam 

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhuungan 

dengan kepemimpinan. Good Governancd juga merupakan wujud nyata 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih atau tata kelola 

yang baik dan benar.
28

 

Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara bertindak 

untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka 

ada kemungkinan bahwa administrasi negara akan melakukan perbuatan 

yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan 

kerugian bagi warga masyarakat. 

 

B. Pengertian Kebijakan Publik 

Secara etimologis istilah kebijakan (policy) berasaldari bahasa Yunani, 

Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani san Sansekerta Polis 

(Negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi 

politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti 

menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (Dunn, 

2013 : 51).
29
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 Yulia Neta, Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah 

OtonomBaru, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012, hal. 2 
28

 Jopinus Saragih. G, Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance), Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 

319, April. 2012, hal. 18 
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 Raden Dwi Setiani, Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak 

Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang. Diakses pada tanggal 28 
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Dapat dikatan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan 

prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang 

berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan. 

Parson (2014:3) mengemukakan bahwa “publik berisi aktivitas 

manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah 

atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama”. Kata publik selalu 

berhubungan dengan kata privat. Asal mula kata tersebut berasal dari bangsa 

Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Romawi mendefenisikan kedua istilah itu 

dalam termres publica dan res priva.
30

  

Kebijakan Publik adalah hubungan anatara unit pemerintah dengan 

lingkunganna.
31

 Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk 

dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar yang 

mempelajarinya.  

Dan pada dasarnya kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah dalam memcahkan suatu permasalahan publik. 

Terdapat beberapa proses yang harus dilakukan dalam pembuatan kebijakan 

publik.  Dan dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik meupakan 

senuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan. 

 

C. Konsep Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Aanak (KLA) 

Konsep mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA) meliputi , latar belakang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), 

pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), tujuan Kabupaten/Kota 
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Layak Anak (KLA), landasan hukum Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), 

dan langkah-langkah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), 

serta hak-hak anak. 

1. Latar Belakang Kabupaten/Kota Layak Anak 

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak atau yang disingkat 

KLA dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : 

a. Aspek Sosiologis 

1) Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama 

dalam media massa dan politik. 

2) Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai 

kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang 

tua, anak dengan anak dan antar keluarga atau tetangga. 

3) Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini telah 

dianut mulai ditinggalkan. 

b. Aspek Antropologis 

1) Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan 

merupakan faktor yang membuat menurunnya niali-nilai yang 

selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat. 

2) Perubahan global mengancam tata nilai, agama, sosial dan budaya 

lokal. 

c. Aspek Perlindungan  

1) Terbatasnya tempat yang aman bagi anak  

2) Masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, 

diskriminasi dan perlakuan salah. 
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d. Aspek Kelembagaan  

1) Kebiajakan, program dan kegiatan pembangunan anak masih 

persial dan segmentatif. 

2) Belum semua daerah menempatkan pembangunan anak sebagai 

prioritas. 

Sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu sistem pembangunan 

kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebiajakan, program, dan kegiatan 

untuk pemenuhan hak-hak anak.
32

 

Adapun pentingnya mewujudjkan KLA yaitu sebagai berikut : 

a. Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk. 

b. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa 

yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. 

c. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan. 

d. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait 

pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak harus diperkuat agar 

terintegrasi, holistik dan berkelanjutan. 
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 https://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/ diakses pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 

09.30 wib  

https://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/


 

 

43 

2. Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak  

Kota Layak Anak ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam 

membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan 

pemerintah daerah yang mengarah kepada upaya transformasi konsep hak 

anak dalam kebijakan, program dan kegiatan unuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak di kabupaten/kota. 

3. Landasan Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak 

a. Tingkat Nasional 

1) UUD Tahun 1945 Pasal 28a ayat 2 

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak 

setiap anak tanpa deskriminasi. 

3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah diubah 

menjadi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah 

beurumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

4) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan 

dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak 

dalam lingkungan keluarga masyarakat. 
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5) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

Mencegah perlibatan anak dibawah umurdalam penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika. 

6) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah 

diubah beberapa kali terakhir melalui UU No. 17 Tahun 2016 

Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan 

identias, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

7) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peradilan Nasional 

Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) 

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 

8) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan  

Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada 

pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan 

pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi 

pornografi, pertunujukan porno atau perjudian. 

9) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Ruma Tangga. 

Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui teradinya 

kekerasan dalam rumah tangga (suami, isteri,anak dan keluarga 

lain), wajib melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan 

darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan 

perlindungan. 
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10) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan  

Anak Warga Negara Indonesia (WNI) diluar perkawinan yang 

syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin 

diakui secara syah oleh ayahnya yang Warga Negara Asing 

(WNA) tetap diakuisebagai WNI. 

11) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib  dilindungi dan 

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah 

dan temannya. 

12) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO) 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang 

dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah 

sepertiga. 

13) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 

anak dalam situasi darurat. 

b. Komitmen Internasional 

1) World Fit For Children (WFC)   

Ada 4 hal bidang yang menjadi perhatian khsus dalam deklarasi 

WFC : 
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a) Promosi tentang hidup sehat; 

b) Tersedianya pendidikan yang berkualitas; 

c) Adanya perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan 

kekerasan; dan  

d) Penanggulangan HIV/AIDS 

WFC juga menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan 

global untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak; 

a) Mengutamakan segala kepentingan terbaik bagi anak; 

b) Memberantas kemiskinan pada masyarakat; 

c) Tidak ada seorang anakpun yang boleh ditinggalkan dan/atau 

tertinggal; 

d) Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak; 

e) Memberikan pendidikan bagi semua anak; 

f) Melindungi anak dari segala bahaya dan eksploitasi; 

g) Melindungi anak dari peristiwa peperangan;  

h) Memberantas HIV/AIDS; 

i) Mendengarkan segala pendapat anak dan memaastikan anak 

turut berpartisipasi; 

j)  Melindungi bumi (sumber daya alam) untuk kepentingan anak 

dimasa mendatang; 

2) Convention on the Rights of the Child (CRC), yang telah 

diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

dengan menekankan hak-hak dasar anak, meliputi : 
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a) Hak anak atas kelangsungan hidup; 

b) Hak  anak untuk dapat tumbuh dan berkembang; 

c) Hak  anak untuk mendapat perlindungan; 

d) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat; 

3) Terdapatnya delapan tujuan utama Millenium Development Goals 

(MDGs) yang pada saat ini bertransformasi menjadi Sustainable 

Development Goal (SDGs) dan telah berubah menjadi 17 tujuan 

yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar utama , yaitu : 

a) Pilar Pembangunan Manusia  

Pilar ini lekat dengan penyelidikan serta memberikan  

pelayanan dasar yang dapat dikelompokkan dalam beberapa 

sektor. Seperti kehidupan yang sehat, pemerataan kualitas 

pendidikan, pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur 

hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai 

kesetaraan gender dimasyarakat, serta memberdayakan semua 

perempuan dan anak perempuan; 

b) Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup 

Memastikan ketahanan serta ketersediaan pangan dan gizi yang 

baik, mencapai akses yang mudah  mendapatkan air dan 

sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola 

konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan 

untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola 

aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola 
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ekosistemyang berkelanjutan dan  mengehentikan hilangnya 

keanekaragaman hayati; 

c) Pilar Ekonomi 

Memberikan informasi serta mempromosikan tentang  

pertumbahan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang 

layak untuk semua lapisan masyarakat. Membangun 

infrastruktur, mempromosikan indrustrialisasi yang inklusif dan 

berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota 

dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan 

berkelanjutan. 

d) Pilar Governance 

Mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara, memastikan 

masyarakat stabil dan damai dan memperkuat cara pelaksanaan 

dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan 

berkelanjutan.  

4. Alur Pikir Kabupaten/Kota Layak Anak 

Alur pikir Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan 

pendekatan top down, berawal dari komitmen dunia melalui dokumen 

World Wit For Children (Dunia Layak Anak) pada Resolusi Majelis 

UmumPerserikatan Bangsa-Bangsa paa tanggal 10 Mei 2002 yang 

mengadopsi laporan Komite Ad Hock  pada sesi khusus untuk anak, yang 

juga merupakan gaung puncak mengenai perhatian negara-negara di dunia 

terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk oleh indonesia.  
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Setelah melakukan beberapa persiapan dan menguatkan berbagai 

intuisi-intuisi, Indonesia bergerak cepat dalam memulai fondasi dan 

mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahu 2006. 

Kebijakan pengembangan KLA ini tentunya dilakukan melalui 

pemenuhan hak-hak anak yang merujuk pada Konvensi Hak Anak, dimana 

tersapat 5 (lima) klaster hak anak, yaitu : 

a. Hak sipil dan kebebasa; 

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 

c. Kesehatan dan kesejahteraan; 

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; 

e. Perlindungan khusus; 

Hal diatas pulala yang menjadi tolak ukur indikator dalam 

pengembangan dan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh tim 

penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia. . 

5. Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

Untuk mencapai keefektifitasa dalam pengembangan dan 

terwujudnya Kota Layak Anak (KLA), maka perlu ada tahapan-tahapan 

yang harus dilakukan. Dimana tahapan-tahapan tersebut juga telah 

tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. 

Adapun tahapan-tahapan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) 

tersebut ialah : 
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a. Pesiapan; 

b. Perencanaan;  

c. Pelaksanaan; 

d. Pemantauan; 

e. Evaluasi; 

f. Pelaporan;
33

 

Yang paling terpenting dalam tahapan-tahapan diatas ialah harus 

memperhatikan serta mempertimbangkan pandangan anak yang bisa 

diperoleh memlalui konsultasi terhadap anak. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan menyaring pendapat anak, serta melalui kegiatan-kegiatan 

pertemuan konsultatif dengan anak. 

6. Hak-Hak Anak 

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, 

perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai 

manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak 

berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas 

suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
34

 Setiap 

anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi 

                                                             
33

 Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak Republi 

Indonesia    Nomor 11 Tahun 2011. 
34

 Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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sesuai dengan tingkat kecerdasan sesuai usianya dalam bimbingan orang 

tua.
35

 

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu 

khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 

juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak 

menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan.
36

 

Berdasarkan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan setiap anak penyandang disabilitas berhak 

memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial.
37

 

Undang-Undang tersebut juga menyatakan, bahwa setiap anak 

selama dalam penasuhan orangtua, wali, atau pihak alain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan 

dari perlakuan : 
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 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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a. Deskriminasi; 

b. Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual; 

c. Penelantaran;  

d. Kekejaman, kekerasan, serta penganiayaan; 

e. Ketidakadilan, dan; 

f. Perlakuan salah lainnya; 

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 15 dinyatakan, bahwa 

setiap anak berhak untuk memperoleh perlindunagan dari : 

a. Penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik; 

b. Perlibatan anak dalam sengkata bersenjata; 

c. Perlibatan anak dalam kerusuhan sosial; 

d. Perlibatan anak dalam peristiwa yang mengandung unsur 

kekerasan; dan 

e. Perlitan anak dalam peperangan; 

f. Kejahatan seksual terhadap anak;
38
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 Pasal 15 Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

Penerapan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Upaya 

Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Bengkalis belum dapat berjalan 

secara optimal, seperti apa yang seharusnya dan seperti yang telah diintruksi 

dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia (KPP-PA RI) tetang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak 

Anak mengenai indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal tersebut 

dibuktikan dengan masih banyak kendala yang ditemui pada upaya 

pemenuhan hak-hak anak Kabupaten Bengkalis yang dilihat dari 5 klaster hak 

anak.  

Berbagai kendalatersebut tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai 

faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan program kota layak anak di 

Kabupaten Bengkalis. Adapun faktor tersebut yakni, faktor sumber daya 

manusia, faktor sumber daya finansial, dan faktor kebijakan serta faktor 

komunikasi. Hal-hal tersebutlah yang masih menjadi kendala pada 

penerapanya. 

Pada faktor pendukung, sumberdaya dari fasilitas sarana dan prasarana 

telah menunjang para pelaksana kebijakan pada tahap pelaksanaan seharihari 

dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu pada faktor masyarakat dan 
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dunia usaha sudah memberikan dukungannya bagi pelaksanaan pemenuhan 

hak anak dan kepentingan terbaik pada anak di Kabupaten Bengkalis dalam 

membantu Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas dapat peneliti berikan saran sebagai masukan 

dalam penerapan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota 

Bengkalis sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan pelaksanaan penerapan Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) segera menerbitkan Peraturan Daerah 

mengenai Perlindungan Anak, yang merupakan salah satu instrumen 

penting dalam penilaian Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 

Dan harus didukung juga oleh personil yang memadai yaitu selain jumlah 

juga pengetahuan yang cukup dan pelaksanaan sosialisasi ini terutama 

dibidang pelathan terhadap tim gugus tugas. 

2. Melakukan sosialisasi serta kampanye yang lebih mendalam dan 

menyeluruh kesemua wilayah di Kabupaten Bengkalis. 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Bengkalis sebagai Dinas yang betanggun jawab dalam pelaksanaan 

program tersebut lebih menekankan pemahaman tentang pentingnya 

program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini. Baik kepada 

masyarakat, dunia usaha, serta kepada Operasional Perangkat Daerah 

(OPD) lainnya. 
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4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana. 

5. Penguatan komitmen Bupati Bengkalis dan para pelaksana kebijakan. 

6. Memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar 

seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.

70 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku-buku : 

Ali, Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 

Agustino, Leo, 2021, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta 

Andriansyah, 2015, Administrasi Pemerintah Daerah dalam Analisa, Jakarta 

:FISIP Univ. Prof. Dr Moestopo Bearagama 

Chaniago Muslim, Suharizal, 2017, Hukum Pemerintah Daerah Setelah 

Perubahan UUD 1945, Yogyakarta : Thafamedia  

Danim, Sudarman, 2002,Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia 

Hadjon, P.M, 1987,  Dasar-Dasar Pengujian dan Azas-Azas Umum Pemerintahan 

yang Baik, Bahan Penataran Peradilan Administrasi Negara, Bandung 

:Sinar Grafika  

Noor , Juliansyah, 2012, Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana 

Sirajuddin dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, Malang : Setara 

Press 

Sri Rahayu, Ani, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Jakarta : Sinar Grafika 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2013,Profil Anak 

Indonesia,Jakarta,PT. Desindo Putra Mandiri, hlm.1-2 

 

B. Undang-undang : 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak. 

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 

Pasal 1 angka (3), Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak 

Republik Indonesia    Nomor 11 Tahun 2011 

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 



 

 

Pasal 9Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak  

Pasal 11 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 15 Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

C. Jurnal : 

 

Rahyunir Rauf, Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah     

menjadi Perangkat Kecamatan, Volume III, Nomor 1 April 2017 

Raden Dwi Setiani, Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak 

Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang. 

Diakses pada tanggal 28 Juni 2020. 

Untung Dwi Hananto, Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,diakses pada tanggal 03 Juli 2020 

Pukul 20.50 WIB. 

 

D. Website : 

Convention on the Rights of the Child, 1989 diakses pada 01 Desember 2019 

Portal Informasi Indoensia, “Sistem Pemerintahan”, https://indonesia.go.id 

diakses pada 1 November 2019 

PDFiozc, “Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 

2018”, http://pdfiozc.org/k-49028938.html, diakses 28 Maret 2015 

http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Ha

k-hak  diakses pada rabu 01 juli 2020 pukul 09.10 WIB 

https://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/ diakses pada hari rabu tanggal 01 Juli 

2020 09.30 wib  

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis/ diakses pada 

tanggal 08 Juli 2020. 

https://bengkaliskab.go.id/view/info/profile-kabupaten-bengkalis diakses pada 

tanggal 08 Juli 2020  
 

https://indonesia.go.id/
http://pdfiozc.org/k-49028938.html
http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Hak-hak
http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Hak-hak
https://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis/


 

 

Daftar pertayaan 

Penerapan Kota Layak Anak Berdasarkan Peratutan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis. 

1. Pelaksanaan klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan 

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 

5. Klaster Perlindungan Khusus 

Apa saja faktor penghambat dari Penerapan Kota Layak Anak Berdasarkan 

Peratutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis. 

1. Faktor internal yang meliputi  Sumberdaya (SDM, SD financial, Sd 

fasilitas sarana dan prasarana), Komitmen pemimpin dan kebijakan, 

serta kmunikasi 

2. Faktor eksternal meliputi dukungan masyarakat, dan dunia usaha. 
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